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INTISARI

Perencanaan suatu kota merupakan kegiatan persiapan pembangunan
kota dalam menghadapi perkembangan pada masa yang akan datang. Untuk
menampung semua kegiatan pembangunan diberbagai bidang agar tidak
terbentur dengan berbagai kepentingan, maka dipertukan perencanaan tata ruang.
Berkenaan dengan penyusunan Rencana Detil Tata Ruang Kota Sleman yang
bertujuan untuk mencapai peningkatan kualitas lingkungan kehidupan dan
penghidupan warga kota. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui
kesesuaian Rencana Detil Tata Ruang Kota Sleman dengan penggunaan tanah
saat ini, dan kesesuaian penggunaan tanah dalam masing-masing zona/blok
peruntukan wilayah.

Penelitian ini bersifat deskriptif, yaitu menggambarkan dan melukiskan
keadaan penggunaan tanah dan kondisi tata ruang yang ada di lokasi penelitian.
Dalam pengolahan data dilakukan dengan cara tumpang susun peta antara peta
Rencana Detil Tata Ruang Kota Sleman dengan peta penggunaan tanah. Dengan
tumpang susun peta tersebut dapat diketahui kesesuaian penggunaan tanah
dengan Rencana Detil Tata Ruang Kota yang telah ditetapkan.

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, terdapat kesesuaian
penggunaan tanah dengan Rencana Detil Tata Ruang Kota yang telah ditetapkan
seluas 2.144,565 Ha atau 88,59% dari keseluruhan wilayah penelitian yang
luasnya 2.420.759 Ha. Kesesuaian penggunaan tanah dengan Rencana Detil Tata
Ruang Kota yang telah ditetapkan meliputi penggunaan tanah untuk pemukiman
seluas 784.236 Ha atau 32.40%, perdagangan 100%, pendidikan 100%,
perkantoran 100%, industri 114.058 Ha atau 4,71%, pusat kesehatan 100%, olah
raga/lapangan terbuka 8.539 Ha atau 0,35%, dan kesesuaian penggunaan tanah
untuk pertanian seluas 1100.433 Ha atau 45,46% dari keseluruhan luas daerah
penelitian.

Dan terjadi ketidaksesuaian penggunaan tanah dengan Rencana Detil
Tata Ruang yang telah ditetapkan seluas 276,194 Ha atau 11,41% dari
keseluruhan luas penelitian. Ketidaksesuaian tersebut meliputi penggunaan tanah
pemukiman 5.092 Ha atau 0,65%, olah raga/lapangan terbuka seluas 0.065 Ha
atau 0,75%, industri seluas 31.869 Ha atau 21,48%, dan pertanian 239.168 Ha
atau 17,85%. Dari data di atas diketahui bahwa ketiidaksesuaian penggunaan
tanah yang terbesar terjadi pada tanah pertanian dan terkecil pada perubahan
penggunaan tanah olah raga/lapangan terbuka. Ketidaksesuaian penggunaan
tanah dari masing-masing zona/blok peruntukan wilayah adalah sebagai berikut:
(1) ketidaksesuaian penggunaan tanah pada Zona/Blok A seluas 105,765 Ha atau
19,94%; (2) ketidaksesuaian penggunaan tanah pada Zona/Blok B seluas 66.919
Ha atau 10,91%; (3) ketidaksesuaian penggunaan tanah pada Zona/Blok C seluas
570.431 Ha atau 44,685 dari keseluruhan luas masing-masing zona/blok
peruntukan wilayah.
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BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Penelitian

Tanah merupakan sesuatu yang penting dalam kehidupan

manusia. Tanah juga sebagai instrumen kehidupan dan penghidupan, baik

sebagai tempat tinggal maupun sebagai faktor produksi. Sebagai faktor

produksi nilai ekonomis tanah dalam dimensi yang begitu luas dan

mencakup hampir seluruh kehidupan manusia menuntut dalam

penguasaan, pemanfaatan dan penggunaannya.

Sehubungan dengan meningkatnya pembangunan di segala

bidang, maka kebutuhan tanah pun semakin meningkat pula, sedangkan

tanah yang ada terbatas. Hal ini mendorong terjadinya kompetisi dalam

pemakaian ruang yang ada sehingga akan timbul permasalahan.

Menurut ketentuan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1992

tentang Penataan Ruang, pengertian ruang adalah wadah yang meliputi

ruang daratan, ruang lautan dan ruang udara sebagai satu kesatuan

wilayah. Pengertian ruang adalah tempat manusia dan makhluk hidup

lainnya melakukan kegiatan serta memelihara kelangsungan hidupnya

(Undang-Undang No. 24 Tahun 1992).

Dengan demikian ruang adalah matra tiga dimensi, yang meliputi
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tata ruang mulai populer sekitar tahun 1975 yaitu pada saat dimulainya

program transmigrasi dan pembangunan perkotaan. Desain lokasi

penggunaan tanah untuk setiap jenis kegiatan dalam proyek-proyek

transmigrasi dan pembangunan perkotaan ditetapkan dalam suatu

rencana tata ruang.

Rencana tata ruang disusun karena adanya rencana

pembangunan yang periu disebarkan secara merata dan seimbang ke

seluruh tanah air. Untuk itu salah satu unsur yang penting adalah

pengaturan pertanahan yang bukan saja mengatur letak atau lokasi dari

kegiatan itu secara tepat, tetapi juga pengaturan penguasaan tanahnya.

Penyusunan dan penetapan rencana tata ruang ditempuh langkah

kegiatan yaitu: (1) menentukan arah pembangunan yang akan dicapai

dilihat dari segi ekonomi, sosial, budaya dan daya tampung lingkungan; (2)

mengidentifikasikan berbagai potensi dan masalah pembangunan dalam

suatu waktu perencanaan; (3) perumusan perencanaan tata ruang; (4)

penetapan rencana tata ruang (Sarjita, 2002).

Sementara realitas menunjukkan bahwa dalam penataan ruang

dan pertanahan secara umum muncul beberapa permasalahan, antara

lain: (1) adanya ketidakterpaduan pemanfaatan ruang; (2) kurang

memadainya kapasitas aparatur pemerintah dan kurangnya partisipasi

masyarakat dalam pengendalian pemanfaatan ruang; (3) belum efektifnya

penataan ruang sebagai alat untuk pembangunan wilayah yang dapat

menaakomodasi keDentinaan lintas sektnral lintas wiiawah linta« noiaim



hukum hak atas tanah; (5) adanya ketidakadilan pemilikan tanah; dan (6)

adanya ketidaksesuaian penggunaan tanah dengan fungsinya ( Sarjita,

2002).

Dampak negatif dari pembangunan perkotaan merupakan

fenomena yang sering terjadi, dimana realitas menunjukkan bahwa

terjadinya perubahan penggunaan tanah yang tidak terkendali, misalnya

terjadinya alih fungsi tanah pertanian ke non pertanian, pola penggunaan

tanah yang tidak seimbang antar wilayah dan tidak sesuai dengan daya

dukung tanah dan lingkungan sekitarnya, dan kurangnya pengendalian

penggunaan dan pemanfaatan tanah serta belum diterapkannya sanksi

bagi pemegang hak atas tanah yang tidak melaksanakan kewajibannya

(Sutaryono, 2003).

Hal ini sering mengakibatkan terjadinya kekumuhan dan

kemiskinan kota, masalah kesempatan kerja, dan masalah lainnya yang

pada gilirannya mengakibatkan gangguan sosial seperti kejahatan

perkotaan dan ketidakstabilan politik.

Penetapan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1992 tentang

Penataan Ruang menimbulkan implikasi terhadap pendekatan penataan

ruang, baik dari segi administrasi penataan maupun dari segi operasional

penyusunan. Penataan ruang adalah proses, perencanaan tata ruang,

pemanfaatan ruang, dan pengendalian pemanfaatan ruang, demikian

ditegaskan dalam Pasal 1 butir 3 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1992



Kabupaten Sleman merupakan salah satu kabupaten yang sedang

menata penggunaan tanahnya. Kabupaten ini tergolong Kabupaten yang

berpenduduk padat. Penataan atau penetapan Rencana Tata Ruang

Wilayah Kabupaten/Kota yang terencana, terarah dan konsisten akan

dapat memberikan peningkatan terhadap pemanfaatan sumberdaya alam

dan sumberdaya buatan secara berdayaguna, berhasil guna dan tepat

guna.

Sedangkan Kota Sleman merupakan Ibukota Kabupaten Sleman

yang banyak mengalami perubahan fungsi tanah, karena terdapat

perkembangan yang cukup pesat. Wilayah ini pada dasarnya

diperuntukkan sebagai daerah pertanian, namun saat ini dengan semakin

berkembangnya tuntutan masyarakat dalam pemenuhan kebutuhan akan

tempat tinggal, maka wilayah ini secara umum mengarah kepada

pengembangan daerah pemukiman. Selain itu, Kota Sleman sebagai

pusat pelaksanaan administratif dan pemerintahan di Kabupaten Sleman,

tentunya peruntukkan tanah dialokasikan untuk pengembangan pusat

pemerintahan.

Kota Sleman terletak pada pinggiran Kota Yogyakarta yang

perkembangannya cukup ekspansif. Dengan demikian Kota Sleman

merupakan daerah yang sangat potensial terjadinya perubahan

penggunaan tanah secara cepat, sehingga memerlukan pelaksanaan

pengendalian rencana tata ruang secara terarah dan terpadu. Untuk itu



1. dalam pelaksanaan otonomi daerah, pemerintah kabupaten/kota

mamiliki kewenangan dominan mengatur tata ruangnya;

2. keterbatasan sumberdaya alam di kabupaten/kota periu disikapi secara

arif dan bijak, dengan mengoptimalkan pemanfaatan sumberdaya yang

ada, sehingga diharapkan dapat memberi kontribusi yang tinggi pada

masa mendatang.

Bertitik tolak pada hal yang telah diuraikan, penulis tertarik untuk

melakukan penelitian dengan judul "Evaluasi Kesesuaian Pelaksanaan

Rencana Detil Tata Ruang Kota Sleman, Provinsi Daerah Istimewa

Yogyakarta"

B. Rumusan Masalah

Kota Sleman dengan berbagai jenis penggunaan tanah yang

meliputi: penggunaan tanah perumahan, perdagangan, pendidikan,

perkantoran, industri, perdagangan, olah raga/lapangan terbuka serta

fasilitas umum lainnya. Sehubungan dengan kebutuhan tanah tersebut,

maka periu disusun Rencana Detil Tata Ruang Kota dalam rangka

memberikan pedoman dan arah bagi perkembangan kota sebagai usaha

untuk mewujudkan pemanfaatan ruang yang lestari dengan hasil yang

optimal, serasi dan seimbang. Karena setiap kegiatan pembangunan yang

dilaksanakan hams berpedoman pada arahan peruntukan penggunaan

tanah yang telah digariskan. Sejalan dengan arahan Rencana Tata Ruang,

pada sisi lain dibidang pertanahan juga dirumuskan kebijaksanaan

penatagunaan tanah, yaitu rencana persediaan, peruntukan, dan
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terselenggaranya Catur Tertip Pertanahan, terutama tertib penggunaan

tanah serta tertib pemeliharaan tanah dan lingkungan hidup.

Pelaksanaan pembangunan, khususnya pada bidang

pemanfaatan ruang atau penggunaan tanah sering terjadi berbagai

permasalahan, hal ini disebabkan karena terbatasnya ketersediaan tanah,

sehingga dalam rangka pemanfaatan ruang tersebut sering ditemukan

adanya kecendmngan pembangunan yang beriangsung tidak sesuai

dengan arahan Rencana Tata Ruang yang telah ditetapkan.

Berdasarkan hal tersebut maka dapat dirumuskan permasalahan

sebagai berikut:

Bagaimana Kesesuaian Penggunaan tanah saat ini dengan Rencana Detil

Tata Ruang Kota Sleman?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitan

1. Tujuan Penelitian:

a. untuk mengetahui kesesuaian Rencana Detil Tata Ruang Kota

Sleman dengan penggunaan tanah saat ini

b. untuk mengetahui kesesuaian penggunaan tanah dalam masing-

masing zona/blok peruntukan wilayah.

2. Kegunaan Penelitian:

a. dapat dijadikan sebagai bahan informasi tentang kesesuaian antara

penggunaan tanah yang ada saat ini dengan Rencana Detil Tata

Runag Kota Sleman

b. untuk Denaembanaan ilmu Denaetahuan khususnva di biriann



BAB VI

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Pada lokasi penelitian dengan luas wilayah 2420.759 Ha, terdapat

ketidaksesuaian penggunaan tanah/pemanfaatan ruang seluas 276.194

Ha atau 11,41 %. Sedangkan yang sesuai dengan Rencana Detil Tata

Ruang Kota (RDTRK) yang telah ditetapkan adalah seluas 2144.565 Ha

atau 88,59 %.

2. Sebagian besar penyimpangan yang terjadi disebabkan oleh adanya

penggunaan tanah untuk pemukiman/perumahan, terutama terdapat di

Desa Triharjo yang merupakan bagian tengah dari Kota Sleman. Hal

tersebut dikarenakan Desa Triharjo mempunyai aksesibilitas yang

mudah dan terdekat menuju pusat Kota Sleman.

3. Zona/blok peruntukan penggunaan tanah yang dipakai dalam Rencana

Detil Tata Ruang Kota Sleman adalah zona/blok campuran yang

mempunyai arti bahwa zona/blok peruntukan tersebut tidak kaku

dengan satu peruntukan saja, melainkan dapat digunakan untuk

penggunaan lain yang bertujuan untuk menunjang fasilitas masyarakat

setempat.

4. K3tidaksesuaian yang terjadi dalam masing-masing zona/blok

peruntukan wilayah yang terbesar terjadi pada Zona C (Blok C) seluas

570.431 Ha, diikuti oleh Blok A seluas 105.765 Ha dan yang terkecil



74

5. Terjadinya ketidaksesuaian penggunaan tanah terhadap Rencana Detil

Tata Ruang Kota yang telah ditetapkan di dominasi oleh

ketidaksesuaian penggunaan tanah pertanian ke non pertanian (tempat

tinggal, perdagangan, dan perkantoran).

B. Saran

1. Dari penggunaan yang terdapat dilapangan, menunjukkan bahwa

penggunaan tanah yang ada di Kota Sleman belum sesuai dengan

arahan Rencana Detil Tata Ruang Kota yang ada, baik secara

keseluruhan wilayah Kota Sleman maupun berdasarkan zona/blok

peruntukan wilayah. Oleh karena itu maka, disarankan kepada pihak

yang berkepentingan dalam pengelolaan tata ruang Kota Sleman agar

dapat menentukan letak kegiatan pembanganan sesuai dengan arahan

Rencana Detil Tata Ruang Kota yang telah direncanakan. Di samping

itu harus adanya koordinasi antar instansi dalam implementasi Rencana

Detil Tata Ruang Kota yang telah ditetapkan, serta memberi sanksi

yang tegas terhadap pihak-pihak yang melakukan penyimpangan

terhadap penggunaan tanah yang tidak sesuai dengan arahan RDTRK

yang telah ditetapkan.

2. Dalam melaksanakan penyusunan Rencana Detil Tata Ruang Kota,

hendaknya memperhatikan terlebih dahulu penggunaan tanah yang

telah ada setelum perencanaan, sehingga dalam pengembangannya

pada masa yang akan datang dapat meminimalkan ketidaksesuaian
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